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PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR : 13 TAHUN 2012

TENTANG

- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
. TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA ;

Bahwa untuk melaksanakan kelenluan Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
lentany Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomar
12 Tahun 2008 lertang Perubshan Kedua Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, Kepala Dagrah mengajukan RAPERDA tentang APBD kepada DPRD untuk
memperoleh persetujuan bersama;

. Bahwa RAPERDA tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan

perwujudan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2013 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan
Umum APBD serta proritas dan plafon anggaran yangdisepakall bersama antara Pemerintah
Daerah dengan DPRD;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu

menelapkan Peraturan Daerah tenlang Angaaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kola Jayapura
Tahun Anggaran 2013

Undang - undang Namor 12 Tdbiun 1969 lenlang Pembentukan Pembentukan Propirisi Olenom
Inan baral dan Kabupalen-Kabupaten Otenom DI Propinsi Inan Baral ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momar 28907),

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1885 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Maomor 3312) sebagaimana lelah divbah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1984
(Lembaran Negara Republik Indengsiz Tahun 1994 Nomor 62  Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonzsia Nomor 3569 ),

Undang - Undang Namor 6 Tahun 1983 lentang Pembentukan Kola Madya Daeran Tingkat (1
Jayapura (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 1993 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

Undapg -Undang Nomar 21 Taehun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tananh dan Bangunan
(Lembaran Megara Republik [ndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Inderieslia Nomior 3688),

Undang - Undang Nemear 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas ddri Korupsl, Kolusl dan Nepolisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19939
Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undgang-LIndang Nemor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indpnesis Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Peratyran Pemarintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonom| Khisus
nagl Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Memor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

Undang - Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l.embaran Negara Republik
Indoresia Tahun 2003 Namor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia
Nomaor 4285 );
Undang - Undang Nemor 1 Tahun 2004 lentang Perbendzharaan Negara (Lembaran Negara
Repliblik Indonesia Tahun 2004 Namer 5, Tambahan Lemibaran Negara Republk Indonesia
Namor 4355),
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Undang - Undang Nemor 15 Takiun 2004 tentang Pémeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenasia Nomor 4400),

_ Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tehtang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4421);

Undeng - tndang Nomor 32 Tahun 2004 lentapg Pemerintahan Daegrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla
Nomior 4437) sebagaimana lelah diubah beberapa kall terekhir dengan Undang-Undang Nomor
{2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indongsia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
lambatan Nogara Republik Indonesia Nomor 4844);

Ungang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeriniah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribysi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20089 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
|ndonesla Nomar 5049);

Undapg-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambzahan Lembaran Negara
Rapublik Indongsia Nomor 5234);

Pardtran Pemerintah Nomor 7 Tahun 1877 tentang Peraturan Gajl pegawal Negerl Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 1977 Namor 11, Tambahan, Lembaran Negara
Republlk Indonesia Momor 3098) Sebtagaimana telan diubah beberapa kall lerakhir dengan
Reraturan Pamerintah Nomor 25 Tahun 2010 Tentang perubahan keduabelas Peraturan Gajl
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repdtilik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);

Peraluran pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daersh Kepzla
Dyarall dan Wakil Kepala Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomer
210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4028),

Peraturan Pemarintah Nomor 65 Tahun 2001 tenlang Pajak Daerah (Lembaran Megera Republik
indonesia takuf 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139),

CParaturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2004 lentang Kadudukan Protokoler dan Keuangen

Pimpinan den Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dagrall (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatun 2004 Nomar 99, Tembahan Leinbaran Negara Republik Indonesla Nomor 4416]
sebagaimana telal ditbah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemarintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Alas Peraluran Pemerintah Nomer 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembarait Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambatian Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4712).

Peraturan Pemerintah Momor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2065 Nomer 48, Tambahan lembaran
Miegara Republik Indonesia Nomor 4502),

Peraluran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Alyntansl Pemeriniahan

(Lernbaran Negara Republi Indanesia Nomor 4503),

paraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Dagrah (Lembaran Negara
Reputllk tndonesia Tahun 2005 MNemor 136, Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia
Nemor 4574),

Peraluran Pemeridtah Nomor 56 Tahun tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tdhun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578),

4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan daerah

(Lembaran Magira Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahian Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576).

Paraturan Pemerintah Memor 57 Tdhun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indones|a Tahlun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normnor
Paraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemiaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor {40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4578),

Peratutan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2005 tantang Pedoman Penyusunan den Penerapan
Slandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatun 2005 Nemor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik indanesia Nomar 4585 ),

Peraturan Pemarintaly Nofor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelepgaaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200%
Noimor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45483);
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28 Peraturan Pemerintah Momor 6 Tahun 2006 Tenlang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerdh

(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambakan Lambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609);

Peratlran Pemerintah Nomer 8 Tahun 2006 tentang Pelaperan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4614);

Peraturan Pemerintall Nomer 5 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Leribaran Negara
Republik Indonesla Nomor 4972);

. Peraluran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Reuibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomer 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua;

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 lentang Pedomarn Pelaksanaan Pengadaan
Barang/dasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Megara republik Indanesia Nomior 4330) Sebagalmana telah diubah
Beberapa Kall terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketjuh Atas Kepulusan Presiden Nomor 80 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan BaranglJasa Pemerintah Daerah;

Kepulusan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 lenlang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Dalarn
Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi P&pua dan Provinsi Papua Barat;

Peraluran Menter) Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedeman Pengelolzan
Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Momor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua alas Peraluran Menteri Dalam Neger| Nomar 13
Tahun 20086 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dasrah;

Peralliran Menteri Dalam Negeri Nemor 21 Tahun 2007 Tertang Pengelompokar Kemampuan
ileuangan Dasrah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengunaan Belanja Penunfang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakifan Rakyat Daerah Serla Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Kemunikasi Insenlil dan Dana Operasional,

Peralluran Menteri Dalam Negerl No. 37 Tahun 2012 tentang Pedeman Penyusunan Anggaran
Fendapalan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013,

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2006 lenlang Pokok - Pokok Pengelolaan
Keuangan Dasrah,

Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-79 Tahun 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kota Jayapura Tertang Anggaran Pendapatan dan Belanja Raerah Tahun Anggaran
2011 dan Rancangan Peraturan Walikola Jayapura Tentang Penjabaran Anggaran peendapalan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
den
WALIKOTA JAYAPURA

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagal barikut!

1. PENDAPATAN DAERAH
2. BELANJA DAERAH

3. Pembiayaan Daarah

a. Pensrimaan
b, Pengeluaran

Rp 888.045.579.530,00
Rp 8B8.045.579.530.00

Surplus! (Detisit) Rp 0,00

Rp 5.500.000.000,00
Rp 5.500:000.000,00

Pembiayaan Netlo Rp 0.00

Sisa Letih Pamblayaan Anggaran 1 ahun Berkenaan itp 0,00



Pasal 2

(1) Pendapatar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dar| -

a. Pendapatan Asli Deerah sejumlah  Rp 73.600.000.000,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 686 702.031.530,00
¢. Lain - Lair, Pendapatan Dagrah vang sah sejumiah Rp 127:843.548.000,00

(2} Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf 2 terdiri
darl jenis pendapatan
a. Pajak Dagrah sejumlah Rp  45.486.500,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 20.813.500.000,00
¢, Hasll pengelolaan kekayaan daeral yang dipisahkan sejumliah Rp 3,250,000.C00.00
d. Lain - lain pendapatan asli daerah yang sab sejumlah Rp 3.950.000.000.00

(3) Dana Perimbangan sebagalmand dimaksud pada ayat (1) huraf b terdini
darijenis pendapatan :

a. Dana bagl hasil pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 39.180.465.530.00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 586.196.4886,000.00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp '31.325,080.000.00

(4) Lain - lgin pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada aydl (1)
huruf ¢ tardiri dari jenis pendapatan ;
4. Hibah sejumiah Rp  2.000.000.000
L. Dana Darurat sejumlah Rp 0,00
¢. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 13.632.000.000
d. Dana penyesualan dan Otonomi Khusus sejumlzh Rp 0,00 '
g. Benluan keuangan darl provinsi alau darl pemerintah daerah ldihnya
sejumlah Rp 67.056.841.000,00 ..

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari ;
a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 436.774.706.905,00
b. Belanja Balanja Langsung sejumlah Rp 451 270,872 625,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksucd pada ayat (1) huruf a terdiri darl jenis belanja :

[+

. Belanja Pegawai sejumlah Rp 410.021.851.905,00

b Belanja bunga sejumiah Rp 00,00

. Belarja subsidi sejumlah Rp 00,00

. Belanja hibah sgjumiah Rp 16.500,000.000,00

1. Belanja barituan soslal sgjumlalh Rp 7.500.000.000,00
Belanja bagi hasil sejumian Rp 1.752.885.000,00

g. Belanja hantuan keuangan sejumiah Rp 00,00

1. Belanja tidak lerduga sejumiah Rp 1.000.000.000,00

e aar

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf b terditi darl jenis belanja :

a, Belanja Pedawai sejumiah Rp 58.807.292,110,00
b. Belanjs Belanja barang dan jasa sejumlah Rp 200.341.367.151,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp 192.122.213.348,00

Pasal 4
(1) Pemblayaan Daerah sebagaimina dimaksud dalam Pasal 1 tercirl darl
a. Penerimaan sejumizh Rp £.500.000.000,00
b, Pengeluaran sejumlah Rp 5.500.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan .

a. Sisa Lenih Perhitungan Anggaran sebalumnya (SI1LPA)
sejunilah Rp 5.500.000.000,00

Percairan dana cadangan sejumiah Rp 00,00

Hasil penjualan kekayaan daerah sejumiah Rp 00,00
Penermaan pinjaman dagrah sejumiah Rp 00,00 )
Penerimaan kemball pembeatian pinjeman sejumlah Kp 00,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumiah Rp 00,00

Lo = = =

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdirl dari jenls pembiayaan .

. Pembentukan dana cadangan sgumlah Rp 00,00

. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumiah Rp 5.500.000.000,00
. Pembayaran pokok utang sejumiah Rp 00,00

1. Pambenan pinjaman dagrah sejumlan Rp 00,00

L =



Pasal §

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagalmang dimaksud dalam pasal 1, tercantum datam
Lampiran yang merupakan baglan yang lidak terpisahkan dari Peraturan Daarah i, terdiri darl

1. Lamplran |
Larnpirén 1l

b

3. Lampiran |l
4, Lampiran [V
5. LampiranV
6. Lampiran VI
7. Lamplran Vil

8. Lampiran VIII
9. Lampiran X

10. Lampiran X
11. Lampiran XI

12. Lampiran X
13. Lampiran X1l

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi SKPD,

Rinclan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi

SKPD, pendapatan, belanja, dan pembiayaan ;

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan dasrah,

organisasi SKPD, program dan kegiatan ;

Rekapltulasi belanja daerah unluk keselarasan dan Kelerpaduan

urusen pemerintahan daerah, dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan nagara ;

Daftar jurnlah pagawai per golongan dan per jabatan ;

Daftar piutang daerah ;

Daftar penfertaan modal (inveslasi) daerah |

Daftar perlaraan penambahan dan pengurangan asel tetap

daerah ;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asel lain - lain ;

Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang !
belum diselesaikan dan dianggarkan kemball dalam tahun

anggaranini ;

Daftar dana cadangan daerah ; dan
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anaqgaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai iandasan operasional

pelaksanaan APBD

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulgl berlaky pada langgal diundangkan

Agar seliap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Jayapura

Diletapkan di Jayapura
pada tanggal 21 Desember 2013

WALIKOTA JAYAPURA,

Drs. BENHUR TOMI MANO, MM




